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Abstrak 

Keuangan syariah adalah suatu sistem keuangan yang berlandaskan pada kaidah- kaidah Islam dengan tujuan 

menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis karakteristik utama dari keuangan syariah dalam konteks ekonomi Islam, termasuk larangan atas 

riba, penerapan prinsip bagi hasil, kejelasan dalam akad, kepatuhan pada syariah, dan peran sosial yang 

dimilikinya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana berbagai literatur klasik dan 

kontemporer tentang ekonomi Islam dan keuangan syariah diteliti. Temuan dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan, tetapi juga sebagai alat sosial yang 

menekankan pada maqasid al-syari’ah. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan sistem keuangan global saat ini menunjukkan dinamika yang sangat 

pesat, terutama dengan meningkatnya kompleksitas instrumen keuangan, digitalisasi layanan, 

serta integrasi pasar internasional. Namun, sistem keuangan konvensional yang dominan masih 

memiliki kelemahan fundamental, seperti praktik bunga (riba), spekulasi (maysir), dan 

ketidakpastian (gharar) yang seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. 

Krisis finansial global pada tahun 2008 menjadi salah satu contoh nyata bahwa sistem 

keuangan yang terlalu menekankan pada spekulasi dan riba dapat menyebabkan keruntuhan 

ekonomi yang meluas. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mencari alternatif sistem 

keuangan yang lebih stabil, adil, dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks 

ini, keuangan syariah muncul sebagai solusi alternatif yang ditawarkan oleh Islam. Sistem 

keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur’an, 

Hadis, dan ijtihad para ulama. Ciri utamanya adalah larangan riba, gharar, dan maysir, 

serta penggunaan akad yang bersifat adil dan berpartner. Dengan karakteristik ini, keuangan 

syariah diharapkan dapat membuat keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta 

antara keuntungan ekonomi dan berkah spiritual. 

Di Indonesia, perkembangan keuangan syariah semakin pesat sejalan dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem keuangan yang sejalan dengan 

prinsip-prinsip Islam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa Indonesia adalah salah 

satu negara dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang tercepat di dunia. Hal ini 

terlihat dari semakin meningkatnya jumlah bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, 

serta produk-produk keuangan syariah yang ditawarkan kepada publik. Namun, meskipun 

pertumbuhan kuantitatifnya terlihat signifikan, masih ada tantangan terkait pemahaman 

masyarakat, kualitas produk, serta regulasi yang mendukung pengembangan keuangan syariah 

secara optimal. Salah satu aspek penting yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah karakteristik 

keuangan syariah dari perspektif ekonomi Islam. 

Dengan memahami karakteristik ini, masyarakat dapat lebih mudah membedakan antara 

sistem keuangan syariah dan konvensional, serta memahami kontribusi keuangan syariah 

bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Karakteristik ini mencakup larangan riba, 

penerapan prinsip bagi hasil, transparansi dalam akad, kepatuhan terhadap syariah, dan 
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orientasi sosial. Masing-masing karakteristik ini memiliki dasar filosofis dan normatif yang 

kuat dalam ajaran Islam, sehingga penerapannya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bernilai 

ibadah. 

Selain itu, studi tentang karakteristik keuangan syariah juga penting untuk memperkuat 

landasan teori ekonomi Islam. Sejauh ini, banyak penelitian berfokus pada aspek praktis, 

seperti kinerja keuangan bank syariah atau perbandingan produk antara bank syariah 

dan bank konvensional. Padahal, kajian yang menyoroti aspek fundamental seperti 

karakteristik dan prinsip dasar keuangan syariah sangat diperlukan agar pengembangan industri 

ini  tetap  sejalan  dengan  maqasid  al-syari’ah, yakni tujuan-tujuan  syariat  Islam dalam 

melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam karakteristik keuangan syariah dalam 

perspektif ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa 

pemahaman yang lebih lengkap tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, serta 

kontribusi praktis berupa panduan bagi masyarakat, pelaku industri, dan pembuat kebijakan 

dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Jenis 

penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), Penelitian 

perpustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan 

bermacam-macam material seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah 

sejarah dan lain-lainnya. Sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. 

Data sekunder itu dapat mempunyai sumber primer atau sumber sekunder. 

 

PEMBAHASAN 

Karakteristik keuangan syariah diciptakan berdasarkan prinsip-prinsip yang bertumpu 

pada syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan berkah dalam semua kegiatan 

ekonomi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya sekedar nilai moral atau norma, tetapi juga menjadi 

landasan praktis untuk pembangunan sistem keuangan yang lebih sehat, adil, dan 

berkelanjutan. Dalam pandangan ekonomi Islam, keuangan tidak hanya dilihat sebagai alat 

untuk meraih keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama 

(maslahah) dan menjaga stabilitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan keuangan syariah 

jauh lebih luas daripada hanya mengutamakan profit di dalam sistem keuangan tradisional. 

Salah satu aspek yang paling mendasar dari keuangan syariah adalah pelarangan praktik riba. 

Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan satu pihak, karena memberi 

keuntungan pasti kepada pemberi pinjaman tanpa memperhitungkan risiko yang mungkin 

muncul. Contohnya, dalam sistem bunga konvensional, seorang peminjam tetap harus 

membayar bunga meskipun usahanya mengalami kerugian. Situasi ini jelas bertentangan 

dengan prinsip keadilan dan berpotensi menyebabkan eksploitasi. 

Oleh karena itu, syariah menolak sistem bunga dan mengimplementasikan mekanisme 

berbagi risiko (risk sharing) sebagai alternatif. Dalam keuangan syariah, terdapat instrumen 

yang berbasis ekuitas seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, pihak 

pemilik modal (shahibul maal) menyediakan dana, sedangkan pihak pengelola usaha 

(mudharib) bertanggung jawab untuk menjalankan usaha tersebut. Keuntungan dibagi sesuai 

dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik 

modal selama itu bukan akibat kelalaian pengelola. Akad ini mencerminkan keadilan, karena 

kedua pihak saling menanggung risiko sesuai dengan peran mereka masing-masing. Sedangkan 

dalam akad musyarakah, baik pemilik modal maupun pengelola usaha bersama-sama menyetor 

modal ke dalam suatu usaha, sehingga mereka menanggung risiko dan menikmati hasil 
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keuntungan sesuai dengan porsi investasi yang dilakukan. Model kemitraan ini menciptakan 

kolaborasi yang lebih seimbang dan mencegah terjadinya eksploitasi. Selain itu, akad yang 

berbasis kemitraan ini juga memperkuat rasa solidaritas sosial serta memperluas distribusi 

manfaat ekonomi di kalangan masyarakat. 

Selain melarang riba, keuangan Islam memiliki karakteristik penting lainnya, yaitu 

koneksi yang kuat dengan sektor riil. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan keuangan 

dalam Islam harus didukung oleh praktik nyata dan adanya aset yang jelas. Oleh karena itu, 

transaksi yang dilakukan tidak boleh sekadar klaim terhadap uang atau keuntungan yang 

tercatat di atas kertas, tetapi harus benar-benar didasari oleh kegiatan ekonomi yang produktif. 

Prinsip ini sangat krusial karena menjadi faktor pembeda utama dengan sistem keuangan 

konvensional yang sering kali melibatkan praktik derivatif atau instrumen finansial spekulatif 

yang tidak memiliki dukungan dari aset riil. 

Dalam pandangan Islam, larangan terhadap gharar (ketidakjelasan) dan maysir 

(perjudian atau spekulasi) berfungsi sebagai dasar dari keterkaitan ini. Gharar merujuk pada 

kondisi transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian atau ketidaktransparanan, sedangkan 

maysir berhubungan dengan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan cepat tanpa adanya 

usaha nyata. Dengan adanya larangan tersebut, sistem keuangan syariah berupaya untuk 

menciptakan mekanisme yang lebih stabil, transparan, dan adil. Hal ini membuat lembaga 

keuangan syariah cenderung fokus pada keberlanjutan jangka panjang, bukan semata pada 

keuntungan jangka pendek. Karakteristik ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif, karena dana yang dikumpulkan dari masyarakat akan benar-benar 

dialokasikan ke sektor-sektor produktif, seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah, 

investasi di bidang perdagangan, pertanian, serta sektor industri lain yang riil. 

Dengan demikian, keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat intermediasi 

finansial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Di Indonesia, 

perkembangan lembaga keuangan syariah membuktikan hal ini. Meski masih dihadapkan pada 

berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, pemahaman masyarakat, maupun kondisi 

makroekonomi global, keuangan Islam tetap mampu memberikan kontribusi penting bagi 

perekonomian nasional. Dukungan terhadap sektor riil menjadikan keuangan syariah lebih 

tangguh dalam menghadapi krisis, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi yang 

berdasarkan prinsip keadilan dan keberkahan. 

Dari sisi pasar modal, keuangan Islam memiliki karakteristik khusus yang 

membedakannya secara signifikan dari sistem konvensional. Karakteristik tersebut tercermin 

dalam keberadaan saham syariah yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Saham 

syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi semata, tetapi juga sebagai sarana 

menjaga integritas moral dalam aktivitas ekonomi. Berbeda dengan saham konvensional yang 

dapat diterbitkan oleh hampir semua jenis perusahaan, saham syariah hanya boleh dimiliki dan 

diperjualbelikan apabila perusahaan penerbitnya memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan 

berdasarkan hukum Islam. Misalnya, perusahaan tidak boleh bergerak dalam bisnis yang 

berkaitan dengan produk atau jasa yang diharamkan, seperti industri minuman keras, perjudian, 

pornografi, dan produk berbasis riba. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga rasio keuangan 

agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti batasan terhadap tingkat utang berbasis bunga, 

kepemilikan aset tidak halal, dan pendapatan yang berasal dari kegiatan non-syariah. 

Penerapan kriteria ini membuat saham syariah lebih selektif dan berfokus pada 

perusahaan yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memperhatikan nilai etika dan 

keberlanjutan. Hal ini secara tidak langsung menciptakan disiplin keuangan pada perusahaan 

yang terlibat, karena mereka dituntut untuk menjaga transparansi, efisiensi, dan tata kelola yang 

baik. Saham syariah pun memberikan alternatif bagi investor Muslim yang ingin berinvestasi 

tanpa khawatir melanggar ketentuan agama. Namun, bukan hanya aspek keagamaan yang 
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menjadi nilai tambah, tetapi juga adanya aspek ekonomi yang relevan. 

Penelitian empiris menunjukkan bahwa return saham syariah sering kali memiliki pola 

yang berbeda dengan saham non-syariah. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik 

internal perusahaan yang menerbitkan saham serta kondisi makroekonomi yang 

melingkupinya. Misalnya, karena saham syariah cenderung dimiliki oleh perusahaan dengan 

struktur utang yang lebih rendah, maka mereka relatif lebih tangguh ketika menghadapi gejolak 

krisis keuangan global. Selain itu, keterkaitan saham syariah dengan sektor riil menjadikannya 

lebih stabil dalam jangka panjang. Investor yang berpartisipasi dalam pasar modal syariah 

secara tidak langsung ikut mendukung aktivitas ekonomi yang nyata, seperti perdagangan, 

manufaktur, pertanian, maupun sektor jasa halal. 

Hal ini berbeda dengan sebagian instrumen pasar modal konvensional yang terkadang 

lebih menekankan pada spekulasi jangka pendek. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak 

hanya membatasi transaksi sesuai hukum Islam, tetapi juga membangun ekosistem investasi 

yang sehat, beretika, dan berorientasi keberlanjutan. Di Indonesia, perkembangan saham 

syariah semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap 

pentingnya berinvestasi sesuai prinsip syariah. Bursa Efek Indonesia (BEI) bahkan telah 

menyediakan indeks khusus seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) yang menjadi panduan bagi investor dalam memilih saham syariah. Kehadiran 

indeks ini tidak hanya membantu meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat posisi 

pasar modal syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Lebih jauh lagi, 

dengan dukungan regulasi yang semakin matang, saham syariah diharapkan dapat menjadi 

salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus 

mempertegas keunggulan karakteristik keuangan Islam dalam ranah pasar modal. 

Selain orientasi bisnis dan keuntungan finansial, keuangan Islam memiliki dimensi 

sosial yang sangat kuat. Salah satu aspek penting yang membedakannya dari sistem keuangan 

konvensional adalah penekanan pada prinsip keadilan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, 

harta bukan hanya sekadar alat untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga merupakan 

amanah yang harus digunakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, 

Islam menyediakan berbagai instrumen distribusi kekayaan, seperti zakat, infaq, sedekah, dan 

wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme penting dalam mengurangi 

kesenjangan sosial dan memastikan terciptanya kesejahteraan yang lebih merata. 

Zakat, misalnya, adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah 

memenuhi syarat tertentu. Dana zakat kemudian disalurkan kepada delapan golongan penerima 

(asnaf) sesuai yang disebutkan dalam Al-Qur’an, termasuk fakir, miskin, dan orang yang 

berjuang di jalan Allah. Dengan adanya zakat, harta tidak menumpuk pada segelintir orang 

kaya, tetapi didistribusikan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sementara itu, infaq 

dan sedekah lebih bersifat sukarela, namun juga memiliki peranan penting dalam 

menumbuhkan solidaritas sosial dan menguatkan jaringan kepedulian di tengah masyarakat. 

Wakaf pun memiliki karakteristik unik karena sifatnya yang berkelanjutan; aset yang 

diwakafkan tetap ada, sementara hasil atau manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum, 

misalnya pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau kegiatan sosial lainnya. 

Instrumen keuangan sosial ini menjadikan sistem keuangan Islam lebih inklusif dan 

berorientasi pada keseimbangan, bukan hanya pada profit. Prinsip keuangan publik Islam 

menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak terjadi 

konsentrasi harta di tangan segelintir orang saja. Dengan mekanisme ini, ekonomi Islam tidak 

hanya mencegah eksploitasi, tetapi juga menjaga agar kepentingan umum tetap terlindungi. 
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KESIMPULAN 
Karakteristik keuangan Islam dapat disimpulkan mencakup beberapa aspek utama. 

Pertama, adanya larangan terhadap praktik yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar 

(ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Larangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat 

dari ketidakadilan ekonomi dan menciptakan stabilitas dalam jangka panjang. Kedua, 

keterkaitan dengan sektor riil yang memastikan bahwa setiap transaksi memiliki dasar yang 

nyata dan produktif. Ketiga, penciptaan instrumen investasi yang etis, seperti saham syariah 

dan sukuk, yang tidak hanya halal tetapi juga mendorong tata kelola yang baik. Keempat, 

kepedulian terhadap distribusi kesejahteraan melalui instrumen keuangan sosial Islam. Dengan 

demikian, keuangan Islam bukan hanya sebuah sistem keuangan alternatif bagi umat Muslim, 

melainkan juga sebuah model ekonomi yang utuh, yang mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, 

dan ekonomi secara seimbang. Model ini menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya 

mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan, keberlanjutan, dan 

keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. 
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